SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN,

PENUNDAAN PEMBAYARAN, DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN PONOROGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONOROGO,

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, maka beberapa ketentuan
dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Sistem dan Prosedur Pembayaran, Penyetoran, Angsuran,
Penundaan Pembayaran, dan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Kabupaten Ponorogo, perlu diubah dengan
menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130);



Menetapkan :

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor
2/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun
2011 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor
6);

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Sistem dan Prosedur Pembayaran, Penyetoran, Angsuran,
Penundaan Pembayaran, dan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2012 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PONOROGO NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
DAN PROSEDUR PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN,
PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KABUPATEN PONOROGO



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 33 Tahun 2012
tentang Sistem dan Prosedur Pembayaran, Penyetoran, Angsuran, Penundaan
Pembayaran, dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 35 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

10.

11.

i .

Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Kepala Daerah adalah Bupati Ponorogo

Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut Badan.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disngkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan
untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung
jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak
dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengolah keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentuka oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Bank Pemegang Kas Umum, yang selanjutnya disingkat BPKU adalah
Bank Umum yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menerima
pelimpahan hasil penerimaan PBB-P2 dari Bendahara Penerimaan/Bank
Tempat Pembayaran/Kantor Pos atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah.



13.

14.

15.

16.

17.

18,

19,

20.

21,

22.

23.

24.

25.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung
jawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah pada Unit Kerja
SKPD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran,
pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara
elektronik adalah pembayaran PBB-P2 yang dilakukan melalui ATM atau
fasilitas perbankan elektronik lainnya.

Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang
berwenang untuk memungut PBB-P2 dan menyetorkannya ke Tempat
Pembayaran PBB-P2.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah
surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disingkat SSPD PBB-P2 adalah bukti
pembayaran atau penyetoran PBB-P2 yang telah dilakukan Wajib Pajak
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke
kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat untuk
melakukan tagihan PBB-P2 dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Surat tagihan bunga adalah surat yang digunakan untuk melakukan
tagihan sanksi administrasi berupa bunga.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah surat
ketetapan PBB-P2 yang menentukan besarnya jumlah pokok PBB-P2
yang terhutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaaan yang selanjutnya disingkat SKPDN PBB-P2 adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besar
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

39,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaaan yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB-P2
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaaan yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB-P2
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar).

Tempat Pembayaran PBB-P2 online yang selanjutnya disebut TP-PBB-P2
online adalah Bank Pemerintah/Bank Swasta Nasional yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah untuk menerima pembayaran PBB sektor Perdesaan
secara online dan memindahbukukan hasil penerimaan PBB-P2 ke Bank/
Kas Umum Daerah.

Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat TTS adalah tanda
terima setoran yang digunakan oleh perangkat desa/kelurahan sebagai
titipan Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran langsung di
tempat pembayaran yang ditunjuk.

Tempat Pembayaran yang ditunjuk selanjutnya disebut TP, adalah Bank
Umum/Kas Umum Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk
menerima pembayaran PBB-P2 dan memindahbukukan ke Bank tunggal/
rekening Kas Umum Daerah.

Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan
Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (STPD
PBB-P2), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (SKPDKB PBB-P2), Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (SKPDKBT PBB-P2), Surat Keputusan Pembetulan, Putusan
Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar bertambah.

Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPMKP
PBB-P2 adalah Surat Perintah yang diterbitkan untuk membayar
kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPMIB PBB-P2
adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan untuk membayar
kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.



2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b diubah, sehingga
Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Dalam hal Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan/Kas Umum
Daerah atau BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat
(2) melanggar ketentuan, diberi peringatan sesuai dengan jenis dan
tingkat kesalahannya oleh :

a. Kepala Daerah untuk Bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk;

b. Kepala Badan atas nama Bupati untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara
Penerimaan/Kas Umum Daerah.

(2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
sampai dengan 3 (tiga) kali dan tidak diperhatikan, maka :
a. Kepala Daerah dapat mencabut penunjukan sebagai Bank atau tempat
pembayaran yang ditunjuk;
b. Kepala Badan atas nama Bupati dapat mencabut penunjukan sebagai
Bank yang telah ditunjuk/Bendahara Penerimaan/Kas Umum Daerah.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9

Pengawasan terhadap tempat pembayaran, tempat pembayaran Elektronik,
Bank/Kas Umum Daerah, atau Bendahara Penerimaan dalam rangka
pengelolaan penerimaan PBB-P2 dilakukan oleh Badan.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 10

(1) Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (STPD PBB-P2), Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (SKPDKB PBB-P2), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(SKPDKBT PBB-P2), Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding dan
Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang
harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan sejak tanggal diterbitkan.

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis ke Kepala
Daerah disampaikan ke Kepala Badan untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau kekurangan pembayaran pajak disebut utang pajak,
dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami
keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu
memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.



(3)

Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau
menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kecuali Surat
Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (STPD PBB-P2), Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan, dihitung sejak jatuh
tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran atau
pelunasan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai
berikut :

(1)

Pasal 12

Wajib Pajak vang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) harus memberikan jaminan yang besarnya
ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan, kecuali apabila
Kepala Badan menganggap tidak perlu.

Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi
bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan
utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang
melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak
yvang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau
penundaan.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 15
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 15

Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang
diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf a, Kepala Badan atas nama Kepala Daerah menerbitkan keputusan
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya
permohonan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau
lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau
lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Badan; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah terlampaui dan Kepala Daerah tidak menerbitkan suatu keputusan,
permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan Surat
Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat
Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja
tersebut berakhir.



(4)

Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Kepala Daerah
menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak
menggunakan formulir Surat Keputusan Persetujuan Angsuran
Pembayaran Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan
Bupati ini atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran
Pajak dengan menggunakan formulir Surat Keputusan Persetujuan
Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
III Peraturan Bupati ini.

Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢, Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penolakan
Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 17

Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang permohonan untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajaknya telah diberikan keputusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a atau huruf b
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SKPDLB PBB-P2) dan/atau Surat
Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih
dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur
atau yang ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian
imbalan bunga lebih kecil dari utang pajak yang belum diangsur,
besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan
ketentuan :

a. Jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah
setiap angsuran yang telah disetujui ; dan

b. Masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang
telah disetujui.

Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran
sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan prosedur :

a. Kepala Badan memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang
pemindahbukuan/pembayaran dan perubahan saldo utang pajak serta
permintaan usulan perubahan angsuran;

b. Wajib pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling
lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPMKP PBB-P2 atau
SPMIB PBB-P2.

Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran
Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan Surat
Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya
berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5
(lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.



(5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (3)
huruf b Kepala Daerah tidak menerima usulan perubahan angsuran dari
Wajib Pajak, Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan
Angsuran Pembayaran Pajak dengan ketentuan :

a. Nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa
masa angsuran; dan

b. Masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang disetujui.

(6) Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas Surat Keputusan
Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya.

(7) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian
imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang
ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunasi sisa utang pajak tersebut
paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 22

(1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2, Wajib
Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan disertai alasan yang jelas kepada Kepala Daerah melalui Kepala
Badan.

(2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Badan atau
Pejabat yang ditunjuk wuntuk itu atau tanda pengiriman surat
permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, maka dalam jangka
waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat
permohonan secara lengkap, Kepala Badan atas nama Kepala Daerah
menerbitkan:

a. SKPDLB PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih
besar dari yang seharusnya terutang ;

b. SPPT PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2
yang seharusnya terutang ;

c. SKPD PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang
dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.

(2) Apabila setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan Kepala Badan atas
nama Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka dalam
waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Kepala
Badan atas nama Kepala Daerah menerbitkan SKPKP PBB-P2.
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Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 yang masih tersisa dikembalikan dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB PBB-P2 hasil
pemeriksaan Badan atas nama Kepala Daerah.

(2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menerbitkan SPMKP PBB-P2.

(3) Bentuk SPMKP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah,
sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) SPMKP PBB-P2 dibuat rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai
berikut :

a. Lembar ke-1 untuk Badan selaku penerbit SPMKP PBB-P2 ;
b. Lembar ke-2 untuk Tempat Pembayaran yang ditunjuk ;
c. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan ;
d. Lembar ke-4 untuk Kas Umum Daerah.

(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP
PBB-P2 beserta SKPKB PBB-P2 harus disampaikan secara langsung oleh
Petugas yang ditunjuk oleh Badan atau melalui Pos tercatat ke Badan

paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan
terlampaui dan paling lama 2 (dua) bulan.

(3) Kepala Badan atas nama Kepala Daerah wajib menerbitkan SP2D paling
lambat 2 (dua) hari sejak SPMKP PBB-P2 diterima.

(4) Badan mengembalikan lembar ke-2 SPMKP PBB-P2 yang telah dibubuhi
cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke-2 SP2D
kepada penerbit SPMKP PBB-P2.

Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dari peraturan Bupati
ini ditetapkan Kepala Badan.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 23 Januari 2017
BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI
Diundangkan di Ponorogo

pada tanggal 23-1-2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
ttd
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 16
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, f?

——F

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016
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